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[image: image1.jpg]"Kepala SMA Mengeluh,
Dana BOS Belum Cair

BUOL - Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
sekolah menengah atas
(SMA) dan BOS sekolah
menengah kejuruan (SMK)
di Kabupaten Buol hingga
kini belum cair. Hal ini
dipertanyakan s€jumlah
kepala sekolah di daerah itu.
Dana BOS yang belum cair
itu adalah BOS triwulan dua.

“Kami juga belum tahu apa
masalah dana BOS hingga
kini belum cair,” jelas salah
seorang kepala SMA di Buol

" yang meminta namanya tidak
dikorankan kepada Radar
+ Sulteng, Sabtu (9/7) lalu.

Menurut kepala sekolah
(Kepsek) tersebut, dana BOS
itu penting untuk menunjang

+ kelengkapan proses belajar
mengajar di sekolah, mulai
dari pembelian alat tulis,
buku pelajaran siswa,
perbaikan mobiler yang
rusak, sampai kegiatan
pramuka  dan biaya
pendidikan sistem ganda
(PSG) bagi sekolah kejuruan.

“Terpaksa untuk
memenuhi kebutuhan di
sekolah, kami meminjam
uang  ‘berbunga’  di

luar’sekolah serta mengutang
barang di toko dengan
perjanjian setelah cair uang
BOS baru dibayarkan,”
ungkap Kepsek itu.

Sang Kepsek menjelaskan,
semua syarat pencairan dana
BOS tahap kedua sudah
dipenuhi. Bahkan dua bulan
sebelum pencairan tahap
berikutnya, laporan pertanggung
jawaban penggunaan dana BOS
triwulan satu telah diserahkan ke
bagian keuangan, untuk
diproses lebih lanjut. Namun,
hingga sekarang belum ada
jawaban yang jelas dari
Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten
Buol mengenai penyebab
belum cairnya dana BOS.

“Masalah ini sangat terasa
bagi kami. Jika masih ada
kekeliruan dari setiap
sekolah, tolong diberi tahu,
apakah termasuk proses
pembuatan LPj atau yang
lainnya. Sehingga ada jangka
waktu yang ditetapkan, demi
cairnya BOS,” jelas sumber
itu,

Menyikapi keluhan dari
sekolah-sekolah, Kepala
Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga (Disdikpora)
Kabupaten Bpol, Abdillah
Bandung S.Sos, MSi
membenarkan bahwa
keterlambatan pembayaran
dana BOS sebenarnya bukan
kesalahan dinas atau Pemkab,
tetapi sekolah sudah berkali-
kali disampaikan ‘agar segera
menyusun rencana anggaran
belanja (RAB) triwulan dua
dan membuat LPj triwulan
pertama. Itu dipenuhi
sehingga proses pencairan
tahap berikutnya dan sebagai
dasar audit BPK. Namun
sampai bulan Juli ini, masih
banyak sekolah yang belum
menyerahkan LPj.

Meski demikian katanya,
bagi sekolah yang sudah
selesai membuat dan
menyerahkan persyaratan
sudah bisa mengajukan
pencairan dana ke bendahara
BOS.

“Jangan hanya menuntut
hak saja, tetapi kewajiban
untuk membuat pertanggung
jawaban diabaikan. Bisa-bisa
saudara Kepsek akan
berhadapan dengan hukum,”
tegas Abdillah mengingatkan
para Kepsek.(tam)




                     






